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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN 
TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN 

 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002  
jo UNDANG-UNDANG  

No 35 Tahun 2014 
(Studi Kasus No.2717/PID.SUS/2015/PN.Mdn) 

OLEH : 

SUDARTO LUMBANTOBING 
NPM : 13.840.0034 

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Anak adalah generasi bangsa yang mempunyai kedudukan dan peranan 
yang sangat penting dalam menunjang pembangunan serta kemajuan suatu negara. 
Hal ini disebabkan karena generasi penerus bangsa ini adalah agen perubahan 
(Agen of Change) dan harus diberikan perlindungan yang sesuai guna menunjang 
masa depan si anak tersebut sehingga tidak adanya diskriminasi bagi setiap anak. 
Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum 
yang dilakukan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan 

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui 
bentuk pengaturan hukum seperti apa yang diberikan kepada anak sebagai korban 
tindak pidana pencabulan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak. Manfaat penelitian ini adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya 
akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 
kepidanaan khususnya mengenai perlindungan hukum seperti apa diberikan 
kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.  

Metode penelitian dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu 
metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis.  

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban 
Tindak Pidana Pencabulan yaitu mencakup Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sangat diutamakan untuk 
perlindungan anak sebagai korban atau pelaku. Melindungi dan mengutamakan 
kepentingan anak, mengedepankan pemulihan dan perlindungan anak. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum sebagai korban 
tindak pidana pencabulan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan 
Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-
Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu 
berupa ganti rugi, restitusi, kompensasi dan lain-lain. 
 
Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Anak, Korban Pencabulan 
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ABSTRACT 

 

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS A CRIMINAL SIGNIFICANT 

CRIMINAL CASE UNDER NO. 23 YEAR 2002  

jo ACT No. 35 Year 2014 

(Case Study No.2717 / PID.SUS / 2015 / PN.Mdn) 

 
BY: 

 
SUDARTO LUMBANTOBING 

NPM: 13.840.0034 
 

THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW 

 
 Children are the generation of the nation that has a position and a very 

important role in supporting the development and progress of a country. This is 

because the nation's next generation is the agent of change and must be given 

appropriate protection to support the child's future so that there is no 

discrimination for every child. The issue that will be discussed is how the form of 

legal protection is done against the child as a victim of the criminal act of abuse 

 The purpose of the research that researchers do is to know what kind of 

legal arrangement is given to the child as a victim of the criminal act of abusing 

Law Number 23 of 2002 regarding the amendment to Law No. 35 of 2014 on 

Child Protection. The benefit of this research is that this research can be used as 

a further study material to give birth to some scientific concepts which in turn will 

contribute thoughts to the development of legal science, especially regarding 

legal protection as given to children as victims of criminal acts of obscenity. 

 Research method with Library Research (Library Research) is a method 

by doing research on various sources of written reading. 

 Implementation of the Law on the Protection of Children as Victims of 

Abuses of Abuse that includes Law No. 23 of 2002 jo Law No. 35 of 2014 is 

particularly preferred for the protection of children as victims or perpetrators. 

Protect and prioritize the interests of children, promote the recovery and 

protection of children. 

 The conclusion of this research is the legal arrangement as a victim of 

criminal acts of obscenity contained in Law No. 35 of 2014 amendment to Law 

No. 23 of 2002 on Child Protection and Law No. 31 of 2014 amendment to Law 

Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Legal protection 

of children as victims of criminal acts of obscenity is contained in Law No. 35 of 

2014 on Child Protection and Law No. 31 of 2014 on Protection of Witnesses and 

Victims in the form of compensation, restitution, compensation and others. 

 

Keywords: Legal Protection, Children, Victims of Abuse 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Anak adalah titipan dari yang maha kuasa sebagai generasi penerus bangsa 

ini. Anak haruslah dilindungi sebagai tindakan nyata pelestarian bangsa. 

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on 

the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak yang 

mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum.1 

Generasi bangsa dalam hal ini adalah anak sangat esensi sekali dalam 

menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Maka generasi muda lah yang akan menentukan semua apa yang dicita-citakan 

bangsa dan negara ini.2 Bila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, 

disahkan, dan diberlakukan secara kongkrit baik substansi, struktural maupun 

kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kedudukan anak 

baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi 

yang sangat kuat suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri. 

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlansungan hidup bangsa dan negara. Dalam konstitusi 

indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa 

negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, 

                                                             
1R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, 

hlm. 30. 
2Iman Akbar Ibrahim, Generasi Muda, sebagaimana dimuat dalam 

http://imanakbaribrahim.blogspot.co.id/2015/11/generasi-muda.html. Diakses pada tanggal 28 
Maret 2017.  
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kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi 

kelangsungan hidup umat manusia.3 

Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak 

dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka 

saat serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang 

boleh merampas hak hidup dan merdeka tersebut. 

Apabila anak yang telah lahir maka hak atas hidup dan hak merdeka 

sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, 

tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.4 

Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun 

hukum nasional. Secara Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan 

Internasional on Civil and Political Rights (ICPR) hak asasi anak harus 

diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam 

konvensi-konvensi Internasional khusus.5 

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena 

anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai 

menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan 

memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, 

                                                             
3Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 
4Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang  Nomor 35 tahun 2014 
5Maixel, Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights 1948). 

Sebagaimana dimuat dalam https://maixelsh.wordpress.com/2011/02/21/hak-asasi-manusia-
universal-declaration-of-human-rights-1948/. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017. 
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pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa 

ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.6 

Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam 

mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya 

yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan 

lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak 

tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam 

mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial 

dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang 

telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut 

sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi yang sangat kuat 

baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.7 

Di era reformasi pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, strategi 

pembangunan hukum nasional berpedoman pada apa yang dikenal sebagai Visi 

dan Misi Pembangunan Hukum Nasional.Yang menjadi Visi Pembangunan 

Hukum Nasional adalahterwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis 

melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan 

rakyat dan bangsa didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 

melindungu segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial.8 

                                                             
6Ray Pratama Siadari Pengertian dan Hak Asasi Anak, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 , hlm. 

15. 
7Ibid, hlm. 20. 
8Pembukaan Undang -Undang Dasar 1945 
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Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan upaya 

pembangunan nasional diberbagai bidang. Pembangunan nasional adalah 

rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh 

kehidupan masyarakat, bangasa dan negara untuk melaksanakan tugas 

mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian 

dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber 

daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan generasi penerus 

bangsa, oleh karena itu ketika anak berhadapan dengan hukum anak mendapatkan 

perlindungan ke arah perbaikan demi masa depannya. Negara indonesia 

melakukan upaya perlindungan dalam menangani kasus anak pelaku tindak 

pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. 

Perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak 

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan 

anak secara baik. Hal ini merupakan perwujudan dari adanya keadilan dalam 

suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusaahakan dalam 

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, 

kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain 
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dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan 

kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk 

mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak 

perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan pelantaran, agar dapat menjamin 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar.9 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa hakikatnya anak tidak 

dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang 

menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan 

penghidupan. Hal ini menjadi titik tolak perlindungan terhadap anak menjadi 

sangat penting, mengingat banyak faktor yang menyebabkan anak berisiko 

mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. 

Hal yang menjadi sentral dari penulisan ini adalah kasus tindak pidana 

kesusilaan yaitu pencabulan, yang mana anak dibawah umur berusia 16 (enam 

belas) tahun menjadi korban tindak pidana kesusilaan oleh laki-laki dewasa 

berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, 

bertempat di setia budi ujung simpang selayang Medan, merupakan kejahatan atau 

pelanggaran dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melalukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 

korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (sesuai copy Surat Keterangan 

Hasil Ujian Akhir Sekolah MadrasahIbtidaiyah)untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam hal ini 

perbuatan cabul dengan pelaku. 

                                                             
9Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006,hlm. 35. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis akan mengkaji dan membahas 

lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban 

Pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi 

Kasus Putusan Nomor : 2717/PID.SUS/2015/PN.Mdn). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana 

pencabulan 

2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana 

Pencabulan 

3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan 

4. Akibat hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Disebabkan karena ketertarikan penulis kepada anak sebagai korban tindak 

pidana pencabulan, maka penulis melakukan penelitian berupa menganalisis 

putusan dari Pengadilan Negeri Medan No.2717/PID.SUS/2015/PN.Mdn dan 

penulis hanya mencari tahu bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai 

Korban Tindak Pidana Pencabulan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan 
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1.4. Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap anak sebagai Korban 

Tindak Pidana Pencabulan? 

2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

tindak pidana Pencabulan ? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1.Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum seperti apa yang diberikan 

kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai korban tindak pidana pencabulan. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan 

iniantara lain : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk 

melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan 

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 
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kepidanaan khususnya mengenai perlindungan hukum seperti apa 

diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Dan 

diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasiilmiah 

yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitiansejenis untuk 

tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan 

yang diteliti. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat 

agar lebih mengawasi anak agar tidak menjadi korban pencabulan yang 

akhir-akhir ini lebih sering dilakukan oleh orang dewasa mengingat 

kepolosan seorang anak. Sebagai bahan informasi semua pihak yang 

berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini 

dikaitkan dengan anak sebagai korban pencabulan. 

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk 

menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Uraian Teori 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan 

abstraksi dari hasil pemikirian atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya 

bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian 

selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya 

hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, 

pengelolahan, analisis, dan konstruksi. 

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu 

konsep dan poposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan 

untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu 

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang 

logis antara dua konsep. 

Selanjutnya teori ini dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi 

yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat 

dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat 

diaamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan 

fenomena yang diaamati.10Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel,  

definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah 

                                                             
10L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, 

hlm. 34-35 
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pandangan sistematis mengenai fenomena dnegan menentukan hubungan antara 

variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.11 

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang 

mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang 

membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep 

dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, 

definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu 

fenomena, dengan cara memrinci hubungan sebab akibat yang terjadi.12 

Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang 

menggambarkan sesuatu gejala seperti itu. Proposisi-proposisi yang terkandung 

dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk 

hubungan sebab akibat. Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep 

teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat 

dilakukan obsevasi. 

Maka dalam konteks ilmiah sautu berfungsi sebagai berikut: 

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel. 

2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna 

merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian. 

3. Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam 

memberikan saran. 

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, 

teori memiliki fungsi memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun 

                                                             
11Ismayadwi Agustina, Pengertian Teori, sebagaimana dimuat dalam 

https:/ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian teori/.Diakses pada tanggal 28 
maret 2017pada pukul 15.39 WIB. 

12Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung, 1996, Hlm 43 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



11 
 

instrument dan membahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma 

kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori.13 

Manfaat dari teori adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya. 

2. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti. 

3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian. 

4. Dasar untuk menyusun instrument penelitian. 

5. Acuan untuk membahas hasil penelitian. 

Sementara itu fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk 

memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skil 

untuk menggali  dan penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu 

melakukan konstruksi temuanya kedalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam 

penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang 

diperoleh. 

Berikut ini adalah pengertian dari teori menurut beberapa ahli: 

1. Menurut Ismaun. Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan substantive 

tentang keteraturan. 

2. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. Teori adalah serangkaian 

asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu 

fenomena social secara sistematis dengan cara memutuskan hubungan antara 

konsep-konsep yang ada.14 

                                                             
13Staf jurnal, Fungsi Teori Dalam Penelitian Ilmiah, sebagaimana dimuat dalam 

http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/, diakses pada tanggal 26 April 
2017, pada pukul 15.58 WIB. 

14 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Social, LP3ES, Jakarta, 
1998, hlm 37. 
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2.1.1. Pengertian Teori 

Menurut Jonathan Turner menyatakan bahwa teori dalam ilmu sosial 

adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan 

yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan 

manusia.Sedangkan Menurut Neuman  teori adalah seperangkat konstruk 

(konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara 

sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna 

untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.15 

Selanjutnya pengertian teori menurut Djojosuroto Kinayati dan M.L.A 

Sumaryati, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi 

untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara 

merumuskan hubungan antar konsep.Kata teori sendiri memiliki arti yang 

berbeda-beda pada setiap bidang pengetahuan, hal itu tergantung pada metodologi 

dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara 

fakta/fenomena yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta.16 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas secara umum dapat ditarik 

kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualitas antara asumsi, 

konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh 

melalui proses sistematis, dan harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak maka itu 

bukan teori. Teori semacam ini mempunyai dasar empiris, dimana harus melalui 

proses eksperimen, penelitian atau observasi, sehingga teori dapat dikatakan 

                                                             
15Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Alfabeta, Bandung, 2001, hlm. 6. 
16KinayatiDjojosuroto dan M.L.A Sumaryati, Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan 

Sastra, Yayasan Nuansa Cendika, Bandung, 2004, hlm. 17. 
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berhasil. Adapun pengertian dari Asumsi, konsep ,konstruk dan proposisi dalam 

sebuah teori. 

 

2.1.2. Macam-Macam Teori 

Macam-macam teori menurut Djojosuroto kinayati dan M.L.A Sumayati:17 

1. Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverivikasi secara 

empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi  cara pandang peneliti terhadap 

sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap 

penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsia 

dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian. 

2. Konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan 

suatu gejala atau menyatakan suatu ide ( gagasan ) tertentu. 

Menurut Mark, dalam membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori 

yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris, teori ini antara lain:18 

1. Teori yang Deduktif: memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan, 

atau pikiran spekulatis tertentu kearah data akan diterangkan. 

2. Teori Induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam 

bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada 

kaum behaviorist 

3. Teori fungsional: disini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan 

perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan 

pembentukan teori kembali mempengaruhi data. 

                                                             
17Ibid,hlm. 50. 
18Ibid,hlm.25. 
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Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat 

konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Menurut Sigiyono 

fungsi teori secara umum adalah: 

1. Menjelaskan (explanation). Misalnya, Mengapa air yang mendidih pada suhu 

100°C bisa menguap, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi 

menjelaskan. 

2. Meramalkan (prediction). Misalnya, bila air didihkan pada suhu 100°C 

berapa besar penguapannya, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi 

meramalkan/memperkirakan. 

3. Pengendali (control). Misalnya, berapa jarak sambungan rel kereta api yang 

paling sesuai dengan  kondisi iklim indonesia, sehingga kereta api jalannya 

tidak terganggu, dapat dijawab dengan teori yang berfugsi mengendalikan. 

 

2.1.3. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan.Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.Kepastian hukum merupakan 

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative bukan sosiologis.Kepastian 

hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangakan 

secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.19 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif .Undang-Undang yang berisi 

                                                             
19Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385. 
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aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungan bermasyarakat.Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.Adanya 

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.20 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivis didunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.Sifat umum dari aturan-aturan 

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.21 

 

2.1.4. Teori Keadilan 

Keadilan menjadi bahan perbincangan yang tidak kunjung usai. Persoalan 

keadilan merupakan masalah manusia yang sesungguhnya. Janji utama dari 

Negara Hukum adalah keadilan bagi seluruh rakyat. Indonesia menganut sistem 

Negara Hukum yang di harapkan lebih memperioritaskan keadilan bagi rakyat 

Indonesia. Namun, hingga saat ini persoalan keadilan masih menjadi perdebatan 

di kalangan para ahli. Formula keadilan untuk masyarakat majemuk seperti 

                                                             
20Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158. 
21Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko 

Gunung gung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83. 
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Indonesia belum juga di sepakati. Persoalan utamanya adalah bentuk keadilan 

tidak searah dengan pemahaman atau penilaian tentang keadilan itu sendiri.22 

Aristoteles berpendapat keadilan itu adalah kelayakan tindakan manusia. 

Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak 

dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda.Ketika dua 

orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap 

orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka 

masing–masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan 

proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. 

Demikian juga, menurut kamus Besar bahasa Indonesia, keadilan kata 

berasal dari kata “adil”, memiliki arti kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan. Jadi 

keadilan yang menyiratkan sebagai hal yang tidak berat atau tidak memihak dan 

tidak sewenang-wenang. 

Kata adil ini sendiri bermakna kata adil berarti tidak berat sebelah, harus 

tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya 

memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka. 

Aristoteles membagi keadilan ini kedalam 5 (lima) bagian yaitu23 : 

1. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan 

apa yang sudah di lakukanya 

2. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa 

 yang telah dilakukanya. 

                                                             
22Miftahul Barira, Keadilan Dalam Perspektif Teori Hukum, sebagaimana dimuat dalam 

http://miftahulbari.blogspot.co.id/2012/05/keadilan-dalam-perspektif-teori-hukum.html?m=1. 
Diakses pada tanggal 18 Desember 2017. 

23Dudung, Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli, sebagaimana di muat dalam 
http://www.dosenpendidikan.com/100-pengertian-keadilan-menurut-para-ahli/. Diakses pada 
tanggal 26 april 2017. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



17 
 

3. Keadialn Kodrat Alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang 

diberikan oleh orang lain kepada kita. 

4. Keadilan Konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum 

dan peraturan yang telah diperlukan. 

5. Keadilan Menurut teori Perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba 

Mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama 

baiknya. 

 

2.1.5. Pengertian Perlindungan Hukum 

Dalam kamus besar bahasa indonesia perlindungan berasal dari kata 

lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, 

penjagaan, asilun dan bunker. Beberapa unsur perlindungan24 : 

1. Melindungi; menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, 

merawat, menyelamatkan. 

2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) 

memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung). 

3. Pelindung; orang yang melindungi, alat untuk melindungi. 

4. Terlindung; tettutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan. 

5. Lindungan; yang dilindungi, tempat berlindung, perbuatan. 

6. Memperlindungi; menjadikan atau menyebabkan berlindung. 

7. Melindungkan; membuat diri terlindungi 

                                                             
24W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaha, Jakarta 

2004, hlm. 345. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



18 
 

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk 

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa 

aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, 

gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang 

pengadilan.Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, 

dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang 

mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau 

kenyataan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan negara hukum yaitu negara 

yang berdasarkan negara hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya.25 

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon, makhluk 

sosial atau makhluk bermasyarakat oleh karena tiap anggota masyarakat 

mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka 

sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum 

(rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).26 

Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai setiap perbuatan 

manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan 

hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum.Perbuatan hukum terdiri 

dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan 

perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. 

Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara dua 

atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu, 

antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan 
                                                             

25Cst Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia, PN. Balai Pustaka 
Jakarta, 1986, hlm. 240. 

26Soeroso, Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 49. 
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masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang 

satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.27 

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu 

masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan 

yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi 

ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi 

kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.28Perlindungan hukum 

adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk 

perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik 

tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan 

suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.29 

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara 

hukum, yaitu30 : 

1. Perlindungan hukum yang preventif. Perlindungan hukum kepada rakyat yang 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya 

sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife. 

2. Perlindungan hukum yang represif perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.Kedua bentuk perlindungan hukum 

diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi 

manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum. 

                                                             
27Uti Ilmu Royen, Perlindungan Hukum Umat Manusia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, 

hlm. 52. 
28Ibid, hlm. 53. 
29Ibid, hlm. 54. 
30Ibid, hlm. 55. 
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2.1.6. Pengertian Anak 

Menurut kamus hukum anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas 

tahun) tahun dan belum menkah,termasuk anak yang masih dalam kandugan 

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.Mengenai pengertian anak usia 

dibawah umur  ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut 

pandangan ilmu hukum seperti : 

1. KitabUndang-Undang Hukum Pidana 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3. Hukum adat 

4. Hukum islam 

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

8. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

9. Yurisprudensi 

Menurut hukum pidana ketentuan batasan umur yang digolongkan belum 

dewasa diidentikkan dengan pengertian masih dibawah umur, dimana secara 

defenitif  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada memberikan apa yang 

dimaksud dengan anak dibawah umur tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 45,46 dan 47 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dianggap 

sebagai anak yang belum dewasa dimana dinyatakan belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin. 
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Menurut hukum perdata pengertian dibawah umur secara terperinci tidak 

ada ditentukan,namun secara kongkrit pengertian dibawah umur ini diidentikkkan 

dengan seseorang yang belum dewasa. Pengertian belum dewasa menurut hukum 

perdata adalah diatur dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum 

berumur 21 tahun dan belum kawin. 

Menurut hukum tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah 

dewasa karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada 

beberpa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat. 

Menurut Ter Haar mengatakan bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum 

didalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-

laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan 

rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan 

kehidupan rumah tangganya sendiri. 

Menurut hukum islam usia supaya dapat dikatakan dewasa ata belum 

dewasa dalam ketentuan hukum islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukm 

islam bahwa yangdikatakan masih dibawah umur adalah apabila seseorang belum 

aqil baligh dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum 

pernah bermimpi basah dan sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum 

dewasa atau masih dibawah umur adalah belum menstruasi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak ada menentukan 

bahwa batas usia seseorang belum dewasa,hanya saja Undang-Undang tersebut 

dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah 
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berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.31Menurut Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang menjadi korban 

tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.32 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak,mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 yang berisi bahwa anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih 

dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia 

kedewasaan tersebut maka seseorang itu masih dibawah umur 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak 

dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa 

anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan pernah kawin. 

Jadi apabila usia seseorang belum mencapai 21 tahun tapi ia sudah menikah maka 

tetap dianggap telah dewasa atau tidak kembali menjadi anak-anak dan dianggap 

sudah dewasa.33 

Menurut yurisprudensi batasan yang sudah ditentukan oleh hakim 

terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah jakarta 15 tahun 

sudah dianggap dewasa,wilayah bali 12 sampai dengan 13 tahun sudah dewasa. 

Seorang anak dewasa umumnya dapat cakap bertindak dalam hukum sepenuhnya 

dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari 

perbuatannya,kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa 

tidak dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. 
                                                             

31Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1. 
32Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4. 
33Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2. 
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2.1.7. Hak dan Kewajiban Anak 

Hak-hak anak dapat dilhat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak34, khususnya dalam pasal 4 

sampai dengan pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh berkembang dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hak ini selaras dengan 

ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 b ayat 2 Undang-Undang Dasar 

1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak 

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebaga identitas diri dan status 

kewarganegaraan (pasal 5) oleh karena para orang tua harus memberikan 

nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya,demikian juga jangan 

sampai seorang anak tidak memlik kewarganegaraaan atau apartride karena 

perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya. 

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan 

orang tua (pasal 6). Maksud dari ketentuan ni adalah dalam rangka 

memberikan kebebasan kepada anak dan dalam rangka mengembangkan 

kreatifias dan itelektuakitasnya (kemampuan mengasa otak dan nalarnya) 

sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang 

pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya. 

                                                             
34Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1. 
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4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan,dan diasuh 

orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk 

mengetahui asal usulnya,termasuk ibu susunya agar tidak terjadi 

keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua 

kandungnya,sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang 

tuanya,dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuannya 

sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai 

dengan norma-norma hukum,adat istiadat yang berlaku dan agama yang 

dianut anak. 

5. Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

kebutuhan fisik,mental,spiritual dan sosial. 

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya,khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa,sedangkan bagi anak yang mememiliki 

keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (pasal 9). 

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,menerima mencari 

memberikan informasi sesuai dengan tingat kecerdasan dan usiannya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 

8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,bergaul 

dengan anak sebaya,bermain,bereksi sesuai dengan minat bakat dan tingkat 

kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11). 

9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,bantan 

sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12). Hak ini 
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dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat 

kemanusian,meningkatkan rasa percaya diri,dan kemampuan berpartisipasi 

dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. 

10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan 

diskriminasi,eksploitasi ekonomi dan sosial,penelantaran,kekejaman dan 

penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (pasal 13). 

Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membeda-bedakan 

suku,agama,ras,golongan,jenis kelamin,etnik,budaya,bahasa,status hukum 

anak,urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental. Perlakuan 

eksploitasi,misalnya tindakan tahu perbuatan memperalat, memanfaatkanatau 

memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi,keluarga,atau 

golongan. Perlakuan penelantaran,misalnya tindakan atau perbuatan 

mengabaikan dengan sengaja kewajban untuk memelihara,merawat atau 

mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam,misalnya 

tindakan atau perbuatan secara zolim, keji bengis atau tidak menaruh belas 

kasihan kepada anak. Perlakuam kekerasan dan penganiayaan,misalnya 

perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata 

fisik,tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan,misalnya 

tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya atau kesewenang-

wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya,misalnya tindakan 

pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. 

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,kecuali jika ada 

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 
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terakhir (pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan 

hubungan anak dengan orang tuanya. 

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalagunaan 

dalah kegiatan politik,pelibatan dalam sengketa bersenjata,pelibatan dalam 

kerusuhan sosial,pelibatan dalam peristiwa yang menggandung unsur 

kekerasan dan pelibatan dalam peperangan (pasal 15). Perlindungan dalam 

ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak 

langsung,dari tindakan yang membahayakan anak secarak fisik dan psikis. 

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,memperoleh 

kebebasan sesuai dengan hukum (pasal 16). 

14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan peerlakuan 

secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang 

dewasa,memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan 

memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak 

memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak 

yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika berhak untuk dirahasiakan. 

Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan 

sosial,konsultasi dari psikolog dan psikiater atau rehabilitasi. 

15. Setiap anak yang menjadi korban atau menjadi pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18). Bantuan dalam 

hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan. 
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Demikian pemaparan menegenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam 

undang-undang berkarakteristik humanisme tau kemanusian tersebut. Dimana 

undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. 

Selain itu anak yang mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yaitu: 

1. Menaati kedua orang tua agar mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya 

ketaatan itu dalam melakukan kebaikan. 

2. Berbakti dan merendahkan diri dihadapan kedua orang tua,diantara bakti 

terhadap orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat 

menyakitkan hati mereka. 

3. Menjaga nama baik orang tua dan keluarga ditengah-tengah lingkungan 

masyarakat. 

4. Melaksanakan perintah-perintah orang tua dan menjauhi perbuatan yang 

dilarang oleh agama. 

5. Mengikuti pendidikan dengan baik sesuai yang telah diberikan oleh orang 

tua. 

 

2.1.8. Pengertian Pencabulan 

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam 

mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh 

Soetandyo Wignjosoebroto, pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu 

seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut 

moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dari pendapat tersebut, berarti 

pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan 

seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang 
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perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut 

hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan 

ialah:35 

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk 

melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang 

mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan 

seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.  

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah 

seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan 

persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan 

tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak 

hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur 

keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan 

perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani 

maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan. 

 Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak 

memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti 

yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat 

perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan 

perkawinan dengan dirinya. 

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan 

dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak 
                                                             

35Adtya Emby Sutriyadi, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, sebagaimana 
dimuat dalam http://tindak-pidanapencabulan-terhadap-anak.htmldiakses pada tanggal 28 Maret 
2017 
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asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk  mempermudah dilakukannya 

suatu persetubuhan. Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari 

beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut36: 

1. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). 

Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. 

2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak 

ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan 

pelaku.  

3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai 

dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita 

tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang 

dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan 

fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini 

tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak 

dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu 

kejahatan.  

Dari perumusan di atas menunjukan bahwa posisi perempuan ditempatkan 

sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan 

identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya 

sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun 

yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman 

                                                             
36Loc.Cit. 
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kekerkasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak 

pidana adalah sebagai berikut37:  

1. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini 

memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada causal verband 

antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. 

2. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan 

merupakan cara melakukan perbuatan.  

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam 

pencabulan yang antara lain sebagai berikut :  

1. Aspek obyektif ialah 

a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan 

dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk 

dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara 

sempurna; dan 

b. menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara 

psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).  

2. Aspek subyektif ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima 

kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak 

dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar 

akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman 

kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah 

mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap 

dirinya.  

                                                             
37Loc.Cit. 
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Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik 

laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat 

dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan 

kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai 

korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah bahwa perkosaan terutama 

bukan ekspresi agresivitas (kekerasan) dari seksualitas (the agressive expression 

of sexuality) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (sexual 

expression of aggression). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 

pengertian perkosaan tertuang pada pasal 285 yang berbunyi barangsiapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya 

bersetubuh dengan dia, dihukum, karena melakukan perkosaan dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun. Dalam pasal tersebut dapat ditarik 

kesimpulan antara lain :  

1. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang 

signifikan. 

2. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman 

kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat 

dan tindakan perlakuan pelaku.  

Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan 

pesat, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan 

seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin 

wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur 
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(pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara 

lain sebagai berikut38 : 

1. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam 

vagina), tetapi juga : Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut dan 

memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina 

atau mulut wanita. 

2. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga 

dengan cara apapun di luar kehendak ataupun persetujuan korban. 

3. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak 

berdaya atau sudah pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap 

wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita 

yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena 

kekeliruan atau kesesatan atau penipuan ataupun karena di bawah umur.  

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga 

disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu39: 

1. Immature : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh 

ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual 

sebagai orang dewasa. 

2. Frustated : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi 

melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. 

Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika 

merasa tidak seimbang dengan istrinya.  

                                                             
38Loc.Cit 
39Loc.Cit 
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3. Sociopathic : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatanya dengan 

orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari 

kecenderungan agresif yang terkadang muncul.  

4. Pathological : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol 

dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ 

tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration). 

5. Miscellaneous : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas. 

 

2.1.9. Unsur-Unsur Pencabulan 

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur 

dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya adalah 

sebagai berikut :  

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena 
melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
 
Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang 

antara lain sebagai berikut:  

1. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.  

2. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan 

kekuatan badan, dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi 

pingsan atau tidak berdaya.  

3. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang 

artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan 

bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.  
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Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk 

bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang Nomor 

23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan : 

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain.  
 

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan 

ialah sebagai berikut :  

1. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku. 

2. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus). 

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya 

diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 

yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk 

bersetubuh dengan seorang anak (korban). 

4. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut 

dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya 

untuk menyetubuhi korbannya. 
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2.2. Kerangka Pemikiran 

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori 

atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaan 

diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih 

mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori 

biasanyamerupakan ikhtisiar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji 

kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.40 

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat 

ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum 

berdasarkan pembidangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah 

satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.41 

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau 

masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada 

dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan, membantah atau 

membenarkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan suatu kajian baru 

(ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang 

ada.Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan 

yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, 

olah literarute (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya. 

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka alasan memilih judul ini 

                                                             
40Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 

hlm. 121 
41Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 79. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



36 
 

dikarenakan marak terjadinya pencabulan yang terjadi pada anak terkadang 

terabaikan 

 

2.3. Hipotesa  

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap 

benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan 

peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada 

cukup data yang membuktikannya. 

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam 

melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu 

kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-

dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau 

kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.42 Dalam 

hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam 

permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut. 

1. Pengaturan Hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan 

sudah diatur dalam undang-undang namun masih banyak yang masih belum 

terpenuhi atau dilaksanakan dalam melakukan perlindungan terhadap anak 

ini. 

2. Perlindungan hukum terhadap anak ini sangat minim dilakukan karena 

banyaknya anak menjadi korban tindak pidana khususnya pencabulan dan 

didalam undang-undang sudah jelas tetapi masih banyak oknum yang tidak 

menjalankannya. 

                                                             
42 Syamsul Arifin,Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area 

University Press, Medan, 2012,hlm.38. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum 

normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif 

adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-

Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum 

sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni 

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. 

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu 

dapat sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, 

literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
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3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, 

ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis 

ataupun yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.1.2.Sifat Penelitian 

  Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk 

menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas perlindungan 

hukum yang dilakukan pdana anak sebagai korban pencabulan. Penelitian ini juga 

berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi 

yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti 

selidiki. 

  Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-

mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi 

dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran 

senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi penulis untuk 

menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas. 

Khususnya pada perlindungan hukumnya. 

 

3.1.3.Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini 

penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan yang 
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beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan 

Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan mengambil putusan 

perkara:2717/Pid.Sus/2015/PN Mdn. 

 

3.1.4.Waktu Penelitian 

 

3.2.Teknik Pengumpulan Data 

Penulis telah berupaya untuk mengumpullkan data-data guna melengkapi 

kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode 

penelitian dengan cara sebagai berikut: 

Kegiatan Bulan Keterangan 

Maret 
2017 

April 
2017 

Juni 
2017 

Septemb
er 
2017 

Novemb
er 
2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
Pengajuan Judul                      

PelaksanaanProposal                      

Seminar Proposal                      

Penelitian                      

Penulisan Skripsi                      

Bimbingan Skripsi                      

Seminar Hasil                      

Pengajuan Berkas Meja 
Hijau 

                     

Meja Hijau                      
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1. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan 

penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu 

buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan 

juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. 

2. Studi dokumen (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam 

hal ini penulis langsung melakukan studi Pengadilan Negri Medan dengan 

mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang 

perlindungan hukum terhadap anak Sebagai korban Tindak Pidana 

Pencabulan. 

 

3.3. Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian 

dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data 

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk 

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena 

itu,sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis 

dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data 

mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan 

penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, 

buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap 
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anak dalam putusan No.2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, kemudian dianalisis secara 

kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan. 

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian 

penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu 

diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang 

diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data 

sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan 

kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan 

data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan 

disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk 

kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan 

menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan 

permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data 

yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat 

menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisi data selesai maka hasilnya 

kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan 

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.43Dari hasil 

tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

 

 
                                                             

43H.B. Sutopo, Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 
2002, hlm. 37. 
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